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Kata Pengantar  
Ketua Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki empat fungsi 
sekaligus, yaitu penelitian dan pengkajian, pemantauan, mediasi, dan penyuluhan 
(UU 39 Tahun 1999). Keempat fungsi Komnas HAM digunakan untuk mewujudkan 

dua tujuan Komnas HAM, yaitu mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan 
hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Empat fungsi 
itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan tugas, yaitu tugas pemajuan (promosi) dan 
penegakan. Tugas pemajuan diwujudkan melalui edukasi dan riset, tugas penegakan 
dilakukan melalui serangkaian upaya penyelesaian kasus melalui pemantauan dan mediasi. 

Dalam sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM menerima ribuan pengaduan dugaan 
peristiwa pelanggaran HAM. Komnas HAM menggunakan fungsi dan kewenangannya 
untuk memberikan kontribusi bagi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. 
Penyelesaian satu per satu kasus yang diadukan, telah memberikan dampak yang positif 
bagi korban. Namun, Komnas HAM juga menerima kasus yang memiliki kesamaan pola 
dan diterima terus-menerus setiap tahunnya, seperti kasus agraria. Jenis kasus seperti 
ini tidak bisa diselesaikan melalui cara dengan penyelesaian kasus - perkasus. Ketika 
satu kasus selesai, kasus lain dari lokasi lain kembali muncul. Kasus-kasus pelanggaran 
HAM tetap ada meskipun terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan 
kelembagaan di Indonesia. 

Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan 
Hutan merupakan Inkuiri Nasional pertama yang diadakan oleh Komnas HAM yang 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 1–2 April 2014. Inkuiri 
Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian 
kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM 
dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki 
(investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah, 
dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini 
dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, 
pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola 
sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.



Metode Inkuiri Nasional ini dipilih karena dianggap bisa memberikan rekomendasi 
penyelesaian yang lebih sistemik dan sekaligus mampu menghadirkan sisi edukasi untuk 
masyarakat umum. Nilai edukasi dari Inkuiri Nasional dapat muncul karena didalamnya 
menggunakan metode dengar keterangan umum. Tidak hanya pengadu dan pihak yang 
diadukan yang hadir, masyarakat umum juga dapat mendengarkan dan menyimak proses 
dengar keterangan umum. 

Tema hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) atas wilayah adat dipilih karena persoalan 
ini memiliki dimensi HAM yang kuat. Namun tidak itu saja, tema ini dipilih karena ada nilai 
edukasi HAM yang tinggi dan posisi MHA yang marginal. Mengangkat tema ini akan 
memberikan kesadaran baru bagi masyarakat dan pemerintah bahwa MHA dan wilayah 
adatnya merupakan persoalan rumit karena disebabkan oleh sistem dan kebijakan. Tema 
ini akan memberikan informasi baru untuk berbagai pihak tentang persoalan yang selama 
ini tidak banyak disadari dan diketahui. Persoalan ini menumpuk karena tidak ditangani 
secara menyeluruh dan mengakar pada persoalan dasarnya. 

Pada awal 2015 Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatan Inkuiri Nasional Hak MHA 
atas Wilayah Adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional ini terangkum dalam 
publikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pagi penyelesaian. Selain itu, 
model dari Inkuiri Nasional ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus 
lain yang berpola seperti tema MHA dan wilayah adatnya. Bagi kepentingan akademik 
hasil dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi materi yang dapat bermanfaat bagi 
pengembangan wacana akademis lebih lanjut. Bagi pemerintah diharapkan menjadi 
pijakan bagi perumusan kebijakan dan penyelesaian kasus-kasus MHA dan wilayah 
adatnya secara komprehensif. 

Komnas HAM berterima kasih kepada Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK), dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja 
Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi 
Pembaruan Tata Pemerintahan, Rights and Resources Initiative (RRI), Ford Foundation, 
dan UNDP. Kiranya kerjasama dapat terus dikembangkan untuk mengawal rekomendasi 
Inkuiri Nasional ini. 

Di tengah terpaan berbagai permasalahan HAM saat ini, Komnas HAM tetap yakin bahwa 
bangsa Indonesia akan terus berkembang menjadi bangsa yang menghormati dan 
melindungi HAM secara serius. Komnas HAM mempersembahkan hasil Inkuiri Nasional 
ini untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang sudah terjadi dan pencegahan dimasa 
mendatang. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2015

Ketua Komnas HAM,

Nur Kholis

KATA PENGANTAR KETUA KOMNAS HAM2



3

KATA PENGANTAR 
KOMISIONER INKUIRI

Puluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menghadapi 
masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di 
wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan 

hutan. Sebagian proses penunjukan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa 
pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, namun sebagian besar dalam masa pemerintahan 
Soeharto dan berlanjut sampai saat ini. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut 
berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA, sampai penggusuran/
pemindahan paksa MHA dari wilayahnya. Ditambah, dalam proses memperjuangkan 
hak-haknya, ribuan warga MHA kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, 
kehilangan mata pencaharian dan kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah 
adatnya. 

Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional menjadi dokumentasi atas tuturan-tuturan mereka 
yang selama ini menjadi korban dan jarang didengar. Buku ini merupakan satu dari empat 
buku yang diterbitkan oleh Komnas HAM berdasarkan hasil pelaksanaan ”Inkuiri Nasional 
Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.” 
Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian 
etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan Umum (DKU), di daerah dan di tingkat 
nasional, serta pendidikan publik melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai 
Januari 2015. Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian kasus-
kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembahasan 
rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas Penghormatan dan Perlindungan MHA.

Ada empat puluh kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar dalam DKU yang 
tersebar di tujuh wilayah, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa 
Tenggara, Maluku, dan Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan 
tipologi permasalahan yang didasarkan pada fungsi hutan (konservasi, produksi, produksi 
yang dapat dikonversi, dan pinjam pakai untuk pertambangan). 

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seluruh organisasi masyarakat sipil pendukung 
Inkuiri Nasional merasa perlu untuk mendokumentasikan pelaksanaan Inkuiri Nasional, 
tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tetapi juga 



aspek pengalaman dalam pelaksanan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap di dalam 
inkuiri nasional ini. Empat buku yang dihasilkan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM terdiri 
atas.
1.	 Buku I adalah “Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang 

Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia”, berisi 
Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan dan 
HAM di Indonesia, Temuan, Analisis, dan Rekomendasi;

2.	 Buku II adalah tentang “Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan 
Kehutanan,” yang memuat Temuan Umum dan Khusus, Analisis Pelanggaran HAM 
yang Dialami Perempuan Adat, Kesimpulan, dan Rekomendasi;

3.	 Buku III adalah tentang “Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan.” 
Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan 
didengar keterangannya dalam DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil 
pengungkapan narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan “bekas” 
kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region yang kami tetapkan, 
yaitu Sumatra, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

4.	 Buku IV adalah tentang “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka 
Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Buku ini memuat uraian 
tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, 
Petikan Pembelajaran, dan Penutup. 

Buku Kecil (booklet) berjudul “Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan 
Hukum dan Kebijakan” ini berisi bagian dari Buku I “Laporan Inkuiri Nasional Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan 
Indonesia”. Booklet ini memuat ringkasan latar belakang, temuan, dan rekomendasi. 

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama dengan Komnas Perempuan 
dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja 
Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi 
Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI) 
dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman 
persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggalang sumber daya serta 
jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam proses pelaksanaan 
DKU, Komnas HAM juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Inkuiri Nasional salah satu cara Komnas HAM untuk mengembangkan upaya 
menyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematik. Inkuiri Nasional 
menggali persoalan serta mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dengan jumlah 
yang memadai dan keterwakilan yang proporsional. Tujuannya untuk mendapatkan 
kebenaran data, fakta, dan informasi melalui DKU, penelitian, dan analisis. 
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Rekomendasi

A.	 DPR RI	

Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU 
PPMHA). Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional 
MHA merupakan amanat konstitusi.

B.	 Presiden RI

(1)	 Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang memiliki mandat:

a.	 mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang menangani 
pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak MHA;

b.	 menyelesaikan konflik tenurial MHA, baik bersifat horizontal maupun vertikal di 
kawasan hutan;

c.	 merumuskan dan melaksanan pemberian remedi kepada MHA dan warganya 
yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya 
pelanggaran HAM; 

d.	 mengkaji ulang secara terpadu izin-izin dan kebijakan di kawasan hutan 
dan bekas kawasan hutan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, 
pertambangan, dan perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA;

e.	 mengkaji keberadaan kesultanan di berbagai wilayah yang telah dan berpotensi 
menambah rumitnya pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya atas 
wilayahnya. 

(2)	 Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan 
MHA;

(3)	 Menyusun dan mengambil langkah nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan 
(remedi) hak-hak MHA yang telah dilanggar tanpa menunda pemenuhan hak atas 
keadilan yang melekat pada diri MHA.

(4)	 Penuntasan kasus-kasus HAM dan konflik tenurial kehutanan secara menyeluruh 
dan lintas sektoral secara nasional atas MHA. Dalam hal ini, Presiden perlu secara 
tegas memulihkan kewenangan Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang di 
seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengembalikan kewenangan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pengurusan lingkungan hidup dan sumber 
daya hutan;
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(5)	 Melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan kaji ulang dan perbaikan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan;

(6)	 Perlunya perbaikan sistem perizinan dan penetapan kebijakan pengelolaan kawasan 
hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian Renaksi Nota Kesepakatan 
Bersama 12 K/L “Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan” Komisi Pemberantasan 
Korupsi (yang sejak 19 Maret 2015 berubah menjadi Gerakan Nasional untuk 
Penyelamatan SDA yang meliputi 29 K/L).

(7)	 Memperbaiki sistem perizinan pemanfaatan sumber daya alam didasari prinsip 
transparan, partisipatif, dan akuntabel, mencakup juga prinsip persetujuan bebas 
tanpa paksaan. 

(8)	 Mempercepat pengembangan sistem informasi SDA dan lingkungan hidup, termasuk 
peta tunggal, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan 
pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. 

(9)	 Memastikan adanya keterbukaan informasi atas dokumen kebijakan publik, antara 
lain, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta-peta lampirannya, peta 
penunjukan dan penetapan kawasan hutan, peta HGU, kontrak karya, RTRWP 
Kabupaten/Provinsi dalam format yang dapat digunakan untuk analisis keruangan, 
laporan studi AMDAL serta kajian berbagai kementerian dan lembaga tentang 
tumpang tindih dengan wilayah MHA.

(10)	 Khusus wilayah Papua, pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan 
di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Semangat 
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu menjadi rujukan. 
Pemerintah, Gereja, dan MHA perlu segera merumuskan konsep pembangunan khas 
Papua, menyelesaikan konflik hak dan pengelolaan SDA serta menghapuskan stigma 
separatis kepada masyarakat yang membela dan memperjuangkan hak asasinya.

C.	 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Perencanaan 

(1)	 Melakukan konsultasi terbuka terlebih dahulu dengan MHA dengan metode yang 
dipahami oleh MHA sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan, atau evaluasi 
atas izin-izin usaha korporasi di wilayah MHA di dalam kawasan hutan. 

(2)	 Memastikan penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah sebelum terbitnya izin 
pemanfaatan oleh pihak ketiga.

(3)	 Memperbaiki batas-batas “luar” kawasan hutan melalui pelepasan wilayah 
pemukiman, sawah-sawah, dan lahan pertanian lainnya. 

(4)	 Menetapkan penetapan batas “dalam” kawasan hutan yang tidak memiliki fungsi 
hutan dan mempertegas batas hutan negara, hutan hak, termasuk hutan adat sesuai 
dengan Putusan MK 34/PUU-IX/2011, No. 45/PUU-X/2011, dan No. 35/PUU-X/2012.
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(5)	 enataan kembali kawasan hutan, penetapan tapal batas dan tata ruang wilayah 
provinsi harus segera dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah serta masyarakat dengan mempertimbangkan hak asasi MHA dan daya 
dukung lingkungan serta mewujudkan kawasan perdesaan dalam RTRW Kabupaten 
sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

(6)	 Pengkajian konsep Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) yang 
berdampingan dengan MHA dengan mengembangkan kebijakan KSA-KPA berbasis 
MHA yang sudah lama menjadi wacana, dan sudah diterapkan di banyak negara. 

(7)	 Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin pengusahaan hutan, pertambangan, 
dan perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-
hak MHA di kawasan hutan.

(8)	 Mengkaji dan menerapkan model kerja sama antara Pemerintah dengan pihak 
swasta dalam pelayanan masyarakat, pengelolaan, dan pengamanan kawasan 
hutan dengan menempatkan kembali fungsi dan peran utama Pemerintah serta 
berorientasi pada kemandirian MHA.

(9)	 Memastikan partisipasi perempuan adat dalam perumusan kebijakan publik dan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah MHA 
dan pengembangan MHA di kawasan hutan.

Pengelolaan

(10)	 Menghentikan pemberian izin lingkungan dan izin pemanfaatan serta penggunaan 
hutan di wilayah MHA tersebut, dan diarahkan untuk menyelesaikan pertentangan 
batas antara mereka dengan mengutamakan cara damai dan berkeadilan.

(11)	 Melakukan upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan 
pelanggaran hukum, dan pada saat yang sama menghentikan sementara seluruh 
kegiatan perusahan terkait. 

(12)	 Menetapkan moratorium perizinan baru dan aktivitas masyarakat, kecuali terkait 
kegiatan tradisi, sampai diselesaikannya permasalahan tumpang-tindih hak atas 
tanah di kawasan hutan.

(13)	 Melakukan perubahan terhadap PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan 
Hutan, dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan 
Hutan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan 
HAM dan menempatkan peta-peta indikatif wilayah MHA sebagai salah satu acuan 
untuk menyelesaikan tumpang tindih hak atas tanah di kawasan hutan.

(14)	 Bekerja sama dengan Kementerian ATR, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk 
mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten 
mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan 
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Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum 
RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. 

D.	 Kementerian Dalam Negeri	

(1)	 Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kementerian ATR, dan Kementerian PU 
untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh 
kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 
dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri 
Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang 
Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

(2)	 Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pelayanan 
publik dengan mengedepankan perbedaan dan kebutuhan MHA termasuk 
perempuan adat tanpa diskriminasi.

(3)	 Merevisi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan MHA dengan mempertimbangkan keberagamanan MHA, kedudukan 
perempuan adat, dan prinsip hak-hak khusus MHA.

(4)	 Menempatkan kembali fungsi dan peran utama pemerintah dalam wilayah-wilayah 
kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan 
pengamanan kawasan hutan dengan berorientasi pada pengembangan kemandirian 
MHA.

E.	 Kementerian Kelautan dan Perikanan	

(1)	R evisi Permen Kelautan dan Perikanan No. 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta 
dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak MHA.

(2)	 Mengembangkan program-program pemberdayaan MHA pulau-pulau kecil dengan 
merujuk pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak 
MHA.

(3)	 Memastikan penyusunan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil didasarkan 
pada pendekatan hak-hak MHA dan kelestarian ekosistem. 

F.	 Kementerian Agraria dan Tata Ruang	

(1)	 Merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badang Pertanahan 
Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah 
MHA dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dengan merujuk pada 
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prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA termasuk 
hak ulayat MHA. 

(2)	 Meninjau ulang berbagai hak atas tanah, terutama HGU, yang tumpang tindih dengan 
wilayah MHA. 

(3)	 Penindakan tegas, termasuk pencabutan hak, terhadap berbagai penyalahgunaan 
hak atas tanah-tanah yang tumpang-tindih dengan wilayah MHA. 

(4)	 Menerbitkan aturan tentang Kawasan Perdesaan yang mengakomodir wilayah kelola 
masyarakat adat dalam RTRW Kabupaten baik di dalam maupun di luar kawasan 
hutan sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. 

(5)	 Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk 
mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten 
mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan 
Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum 
RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

(6)	 Mendorong pemerintah kabupaten dan/atau provinsi mempercepat pengakuan MHA 
dan wilayahnya. 

G.	 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(1)	 Kaji ulang dan revisi peraturan di tingkat kabupaten, provinsi, dan kementerian, 
tentang kegiatan usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA. 

(2)	 Mendorong pengembangan kebijakan teknologi pengelolaan sumber daya energi dan 
mineral untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah MHA. 

(3)	 Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin pertambangan yang bermasalah dan 
melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan/atau di 
pulau-pulau kecil.

H.	 Kementerian Pertanian

(1)	 Kaji ulang dan revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan skala luas, 
termasuk MIFEE, yang mengakibatkan pelanggaran hak MHA. 

(2)	R evisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan dengan mengintegrasikan 
prinsip-prinsip keadilan gender.

(3)	 Kaji ulang dan moratorium izin-izin perkebunan yang bermasalah dan melanggar 
aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan sekitarnya.
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I.	 Kementerian BUMN

Membuat pedoman untuk BUMN tentang penghormatan dan perlindungan sesuai dengan 
UUD 1945, UU HAM, dan instrumen HAM lainnya, termasuk UNDRIP, sebagai dasar kerja 
BUMN berbasis lahan (PTPN, PERHUTANI, INHUTANI, ANTAM, dan lain-lain)

J.	 Kementerian Hukum dan HAM

(1)	T injau ulang dan harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait penguasaan dan 
pengelolaan SDA yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan dan 
perlindungan hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.

(2)	R evisi PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perseroan Terbatas dengan memasukan prinsip HAM dan gender, antara lain 
mengedepankan pengembangan dan peningkatan kapasitas MHA secara partisipatif.

K.	 Kementerian Sosial	

(1)	 Segera melakukan audit HAM dan penyelesaian tunggakan permasalahan akibat 
program pemukiman kembali (resettlement) dan program komunitas adat terpencil.

(2)	 Memastikan pelaksanaan Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial 
terhadap Komunitas Adat Terpencil dengan merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat tahun 
2007 

L.	 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi	

(1)	 Segera melakukan inventarisasi dan penyelesaian tunggakan permasalahan 
pertanahan antara pemerintah dan MHA;

(2)	 Merancang ulang program transmigrasi yang menjamin alokasi wilayah transmigrasi 
bebas dari permasalahan konflik hak atas tanah, pemindahan MHA secara paksa, 
serta tidak mengakibatkan tercerabutnya akar budaya MHA.

M.	 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan rekomendasi penghormatan dan 
perlindungan hak-hak perempuan di berbagai sektor terkait dengan MHA di kawasan 
hutan. 
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N.	 Kementerian Kesehatan	

Memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan, terutama terkait hak atas kesehatan ibu 
dan anak, di wilayah dimana ada MHA

O.	 Pemerintah dan DPRD Kabupaten/ Provinsi	

(1)	 Melakukan kajian mendalam tentang keberadaan MHA dan wilayah adat mereka 
dengan melibatkan kalangan akademisi dan pihak-pihak lain yang kompeten.

(2)	 Mempercepat penetapan peraturan daerah tentang pengakuan MHA dan hak-hak 
mereka atas wilayahnya.

(3)	 Penetapan kebijakan daerah tentang partisipasi MHA, termasuk perempuan adat, 
dalam proses penyusunan tata ruang dan tata batas kawasan hutan agar ruang hidup 
dan mobilitas MHA terjamin.

(4)	 Mengkaji ulang dan merevisi RTRW Kabupaten untuk memasukkan Kawasan 
Perdesaan di dalamnya. 

(5)	 Membentuk mekanisme khusus di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penyelesaian 
konflik SDA. 

(6)	 Segera mengkaji ulang semua izin-izin yang sudah diterbitkan terkait pengelolaan 
kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lainnya yang diberikan kepada korporasi 
di kawasan hutan. 

P.	 Badan Koordinasi Penanaman Modal	

(1)	 Mengintegrasikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, 
termasuk keputusan dini tanpa paksaan (free, prior, informed consent), dalam 
penetapan lokasi investasi.

(2)	 Memastikan agar korporasi melaksanakan program tanggung jawab sosial korporasi 
(CSR) agar dapat menunjang pemenuhan HAM dan hak-hak tradisonal MHA di 
kawasan hutan.

(3)	 Memastikan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas korporasi 
yang bersinggungan dengan MHA.

Q.	 Kepolisian RI	

(1)	 Menetapkan Peraturan Kepala Polri tentang pedoman penanganan sengketa dan 
konflik SDA antara MHA, Pemerintah, dan korporasi yang berperspektif HAM dan 
gender.

26 27rekomendasi



(2)	 Mengedepankan proses penegakan hukum yang akuntabel, yaitu mengutamakan 
pembuktian materiel dan substantif di atas pembuktian secara formal penanganan 
konflik SDA yang melibatkan MHA tanpa diskriminasi.

(3)	 Meningkatkan kapasitas Polri tentang hak MHA dan keberadannya, pluralisme 
hukum, terutama kepada anggota yang mendapat tugas di objek vital nasional atau 
wilayah konflik SDA lainnya.

(4)	 Menghindari pendekatan keamanan dan lebih mengedepankan dialog dengan 
memperhatikan hak MHA dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup dan 
kehutanan.

(5)	 Penarikan anggota POLRI dari korporasi di wilayah MHA.

R.	T entara Nasional Indonesia	
(1)	 Panglima TNI menindaklanjuti laporan atas dugaan tindak intimidasi dan/atau 

kekerasan oleh anggota TNI yang dialami oleh MHA tanpa diskriminasi.

(2)	 Penarikan anggota POLRI dari korporasi di wilayah MHA
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